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PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5
Alamat: J1. Merdeka, Kel. Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire — Papua Tengah 98811
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CHECKLIST/PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN SP2D-LS
Honorarium/Penghasilan lainnya, Lembur,
dan Biaya Perjalanan Dinas

B° Ringkasan SPP-LS;

O Rincian belanja yang diajukan pembayarannya sampai dengan sub rincian
obyek;

O Surat Pernyataan PA/KPA bahwa uang yang diminta tidak
dipergunakan untuk keperluan selain pembayaran langsung/SPTJM-SPP-LS;

D""/Pengantar SPM-LS;

& SPM-LS;

& Surat Pernyataan PA/KPA bahwa uang yang diminta ° tidak
dipergunakan untuk keperluan selain pembayaran langsung/SPTJM-SPM-LS

8 Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD /PPK Unit SKPD;

[3-"SK Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan/Penetapan Jabatan (pada awal

ncairan);
_Daftar Penerimaan Honorarium;

B Daftar Potongan & E-biling PPh 21 (apabila ada);

O Surat Tugas/Surat Perintah Tugas;

“0 Surat Perintah Lembur;

Daftar Pembayaran Lembur;

Surat Perintah Perjalanan Dinas;

Visum SPPD;

Bukti Tiket,boarding pass Pesawat dan Hotel;

Kwitansi Bermaterai Penerima SPPD;

O,~Lembar Verifikasi PPK-SKPD.

I{/Berkas salinan 2 rangkap dan PDF asli.

0O0ooao

Mengetahui/Menyetujui

Yang memverifikasi Nabire,
? Plt. Kepala Bidgng Perbendaharaan

[

Much Suroto, ST
NIP. 19740221 200012 1 005




PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
MAJELIS RAKYAT PAPUA

JI. Mandala-Kelurahan Bumi Wonorejo Kabupaten Nabire

Nabire 21 Desember 2023
Nomor : 900/,2}% /SET/MRP/2023 Kepada
Lampiran :1 ( Satu) Berkas Yth . Kepala Bidang Perbendaharaan
Sifat : Penting BPPKAD Provinsi Papua Tengah
Hal : Pengantar SPM LS

Berdasarkan Peraturan

di
NABIRE

Provinsi Papua Tengah Nomor

10 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, maka kami kirimkan
SPM-LS untuk Pembayaran Honorarium Pembahasan TATIB
(Bagian Persidangan) Sub Keg. Penyusunan Peraturan MRP (OTSUS
BG) untuk keperluan Sekretariat MRP Provinsi Papua Tengah
sebagaimana berikut :

No SPM Penerima Jumlah
Tanggal SPM | Nomor SPM | (Pihak Ketiga) yang
diminta
37.00/03.0/000318/
1. D1 Desember2023 [LS/9.03.0.00.0.00.2 [TERLAMPIR Rp.67.900.000
2.0000/P.03/12/2023|

Demikian untuk diketahui dan mohon persetujuannya

IPEAI\II?%NAU > MU,
NIP. 19760423..199’612 1 001




Format Dokumen Checklist/Penelitian Kelengkapan SPM-LS

CHECKLIST/PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN SPM-LS

SPM-LS Pengadaan Barang dan Jasa
Ringkasan SPP-LS;

R;)nman belanja yang diajukan pembayarannya sampai dengan sub rincian
ek;

Surat Pernyataan PA/KPA bahwa wuang yang diminta tidak
pergunakan untuk keperluan selain pembayaran langsung/SPTJM-SPP-

iﬁﬁ/ﬁ@ SPM-LS;

Surat Pernyataan PA/KPA bahwa wuang yang diminta tidak
dlperoun an untuk keperluan selain pembayaran langsung/SPTJM-SPM-
urat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD /PPK Unit SKPD;

O Bukti Pembayaran yang Sah (asli bermeterai) Kwitansi yang

ditandatangani oleh PA/KPA, PPTK, Bendahara
m}aﬁlua:an /Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penerima Pembayaran;

Bukti pembelian/nota pembelian (untuk pengadaan/pembelian sampai
dengan Rp. 10.000.000,-);

O Bukti pembelian/nota pembelian dan surat pesanan (untuk pengadaan
diatas Rp. 10.000.000,- sampai dengan Rp.50.000.000,-);

O Berita Acara hasil pelelangan ;

O RAB;

O Faktu Barang ;

Faktur Tagihan;

O Dokumentasi Barang ;

Pembayaran Dokumen Lelang apabila lewat proses lelang ;
Berita Acara Hasil Pemeriksaan barang/hasil pekerjaan oleh ASET ;
Surat Permohonan Pembayaran;

Berita Acara Pembayaran;

Jaminan pelaksanaan apabila nilai kontrak lebih dari 200juta ;
Berita Acara serah terima barang/hasil pekerjaan (100%);
Surat Perintah Kerja (SPK) beserta kelengkapannya;

Surat Perjanjian/Kontrak beserta lampiran-lampirannya;
Surat Perintah Pengiriman untuk barang;

a

Referensi bank;

Surat Jaminan bank;
Fotocopy rekening giro bank;
Fotocopy NPWP/PKP;
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E/ ekapitulasi Perincian Penggunaan Dana per kode rekening belanja yang
diajukan dari SPM dan Perhitungan Pajaknya;
B/]:ILLING PPh dan PPN;

0O E-faktur pajak;

O Tanda Bukti Pembayaran Pajak Daerah apabila ada;

Dinyatakan telah diteliti dan diverifikasi sesuai dengan ketentuan yang
berlaku

PPK-SKPD/PPK Unit SKPD
PENELITI KELENGKAPAN DOKUMEN

Nama : MATILDA MOSE, S.Sos
Tanggal : 21 Desember 2023
NIP : 19?105062003122008

Tanda Tangan 2 ‘T\A{\
LAl




PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Langsung (LS)

Tahun Anggaran: 2023

No. SPM: 37.00/03.0/000318/LS/9.03.0.00.0.00.22.0000/P.03/12/2023
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

Potongan-potongan:
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH Uraian
supaya menerbitkan SP2D kepada: No | o Rakening) L) Jim{ah
1 | PPH 21 028338773621004 | Rp3.185.000
SKPD : MAJELIS RAKYAT PAPUA Jumlah | Rp3.185.000
Bendahara / : TERLAMPIR Informasi: (7idak mengurangi jumiah pembayaran SPH)
Pihak Ketiga *)
No. Rekening Bank : 0000000000
Nama Bank : Bank Papua
NPWP : 405253931954000

Dasar Pembayaran

: 37.00/01.0/000007/9.03.0.00.0.00.22.0000/P.03/11/2023
Sumber Dana

1.2.01.03 Dana Otonomi Khusus

Untuk Keperluan:

Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksanaan Penyusunan Tata Tertib (Bagian
Persidangan) Sub Kegiatan Penyusunan Peraturan MRP Pada Majelis Rakyat
Papua Provinsi Papua Tengah sesuai daftar terlampir (OTSUS BG)

Pembebanan pada kode kegiatan SPM yang Dibayarkan

KODE KEGIATAN | URAIAN [ NILAI Jumlah yang Diminta (Bruto) Rp67.900.000
SPD - 37.00/01.0/000007/9.03.0.00.0.00.22.0000/P.03/11/2023 Jumlah Potongan Rp3.185.000
9.02.02.3.01 Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Rp67.900.000 || [;mjah Netto Rp64.715.000
Anggota MRP Jumlah yang Dibayarkan Rp67.900.000
9.02.02.3.01.05 | Penyusunan Peraturan MRP Rp67.900.000
5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Rp67.900.000
Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Uang sejumlah: (enam puluh tujuh juta sembilan ratus
Jumiah | Rp67.900.000 || MtY rupiah)
Jumlah SPP yang Diminta: Rp67.900.000

(terbilang: enam puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah)
Nomor dan Tanggal SPP
37.00/02.0/000289/L5/9.03.0.00.0.00.22.0000/P.03/12/2023 tanggal 21-12-2023

SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleh PA/KPA

~) coret yang tidak perlu




PN KEMENTERIAN KEUANGAN R |, CETAKAN KODE
f%;ﬁy DIREKTORAT JENDERAL pA jax BILLING
NPwWp 40.525.393, 1-954.000
NAMA MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINS)

ALAMAT JL. MANDALA - KAB. NABIRE

NOP -

JENIS PAJAK 411121

JENIS SETORAN 100

MASA PAJAK 12-12

TAHUN PAJAK 2023

NOMOR KETETAPAN -

JUMLAH SETOR Rp.3.185.000

TERBILANG Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah
URAIAN PPH21 PembymHonorariumPANPELPenyusunanTATlBMRP

NPWP PENYETOR
NAMA PENYETOR

40.525.393.1-954.000
MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINS| PAPUA TENGAH

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INIUNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING
MASA AKTIF

0283 3877 3621 004
22/01/2024 20:35:05

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atay Mmasa berlakunya berakhir, Kode Billing
dapat dibuat kembalj, Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang Namanyg
tercantum dij dalamnya,




PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
MAJELIS RAKYAT PAPUA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK SPM-LS
Nomor: 37.00/03.0/000318/LS/9.03.0.00.0.00.22.0000/P.03/12/2023

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor

37.00/03.0/000318/L5/9.03.0.00.0.00.22.0000/P.03/12/2023 tanggal 21 Desember 2023 yang saya ajukan
sebesar Rp67.900.000 (terbilang enam puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk keperluan
MAJELIS RAKYAT PAPUA Tahun Anggaran 2023, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Jumlah Langsung (LS) tersebut di atas akan dipergunakan untuk keperluan guna membiayai
kegiatan yang akan akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPD.

2. Jumlah Langsung (LS) tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-
pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan pembayaran
lainnya.

. Bukti-bukti belanja tersebut disimpan di MAJELIS RAKYAT PAPUA sesuai dengan ketentuan yang

berlaku untuk keperluan pemeriksaan Internal/Eksternal sebagai Bukti Pertanggungjawaban
Keuangan.

Dengan ini, saya menyatakan bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran yang dibayar lunas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPM-LS SKPD kami.

Nabire, 21 Desember 2023

NIP. 197604231996121001




PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
MAJELIS RAKYAT PAPUA

SURAT PERNYATAAN
VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN
DOKUMEN DAN LAMPIRAN SPP-LS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

nama : MATILDA MOSE. S.Sos
NIP 1 197105062003122008
jabatan  : PPK SKPD

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dokumen dan lampiran Surat Permintaan Pembayaran LS nomor
37.00/02.0/000289/L.5/9.03.0.00.0.00.22.0000/P.03/12/2023 tanggal 21 Desember 2023 telah lengkap dan
sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika di kemudian hari pernyataan saya ini tidak
benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Nabire, 21 Desember 2023
PP SKPD

MATILDA MOSE. S.Sos
NIP. 197105062003122008




J1. Mandala Kelurahan Bumi womorg‘o Nabire — Papua Tengah

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

]

KEPUTUSAN SEKRETARIS MAJELIS RAKYAT PAPUA
NOMOR: %co { 32 [ 187 Mef- 0T

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANAAN PENYUSUNAN TATA TERTIB

Menimbang

Mengingat

MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023

SEKRETARIS MAJELIS RAKYAT PAPUA

a. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan
Provinsi Papua Tengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tzhun 2008
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang

Majelis Rakyat Papua;

b. bahwa dalam rangka mendukung dan mensukseskan kegiatan Pelaksanaan
Penyusunan Tata Tertib bagi Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua
Tengah di maksud, dipandang perlu uniuk membentuk panitia Pelaksanaan

Pelantikan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah;

c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, maka periu

ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Majelis Rakyat Papua.

1. Undang-Undang Nomor 21 Tzhun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi
Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sabum
2001tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4884);

N

Bagi Provinsi Papua;

3. Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentzng Perubshan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahim
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubaban Kedua atas
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi

Provinsi Papua

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesiz Tahun 2022 Nomor 158,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6804);

6. Peraturan Pemerintzh Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua
Negara Tahun 2004 Nomor 165, Tambzhan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4461) sebagaimana telah diubah menjadi
Peraturan Pemerintzh Nomor 64 Tahun 2008 fenfang Perubahan Peraturan
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (lembaran

NegatachubliklndonasiaNomor@OO);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus




Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.2-4321 Tahun 2023 tentang

Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua
Tengah Masa Jabatan Tahun 2023-2028;

9. Kepuiusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.4-4231

Tahun 2023 Nomor 100.2.1.4-6097 Tahun 2023 tentang Pengesahan

Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Masa
Jabatan Tahun 2023-2028;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.2.2-

4231Tzhun 2023 tentang Pengesahan Pengangkatzn Anggota Majelis Rakyat
Papua Provinsi Papua Tengah Masa Jabatan Tabun 2023-2028 Tanggal 26
Okiober 2023;

11. Peraturan Gubernur Papia Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Sekretariat Mejelis Rakyat Papua;

12. Peratoran Gubernur Pappa Temgah Nomor 9 Tahun 2023 tentang

Pembentukan dan Jumlah Keanggotaan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua
Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tabum 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Membentuk Pamitia Pelaksanaon Penyusmzn Tata Tertib Anggota Majelis
Rakya: Papua Provinsi Papua Tengah, dengan susuman keangpotzan Panitia
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan mi.

Pelaksanaon Penyunsunan Tatza Testib Angsota Majelis Rakyat Papua Provinsi

Papua Tengah dimaksud Dikium KESATU mempunyai togas

1. Menyiapkan Tempat dan Persiapan Pelaksanaan Penyusmmn Tata Tertib
Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengzh sesuai waktu dan
tempat yang telab ditentukan berdasarkan jadwal;

2. Menadampingi selama proses Pelaksanaan Penyusunan Tata Tertib Majelis
Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah;

3. Melaporken hasil kegiatan Peayusunan Tata Tertib Majelis Rakyat Papua
Provinsi Papua Tengzh.

Biaya yang diperjukan scbagai akibat ditetapkanmya Keputusan ini, dibebankan

pada Angsaran Belanja Dacrsh Sekretariat Majelis Rakyat Papua Provinsi

Papua Tengah Tahun Anggaran 2023.

Keputusan ini mulai berlakn pada tanggal ditctapkan.




~<PUTUSAN SEKRETARIS MAJELIS RAKYAT PAPUA
NOMOR z¢e2/ 52/ 38T MeP - 99T
TANGGAL : 30 OKTOBER 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANAAN PENYUSUNAN TATA TERTIB
MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2023

I. PENANGGUNG JAWASB : DANIEL MATPON, S.STP
0. KETUA : FRANSISKUS ADI, S Sos
1. SEKRETARIS : RONI ABIDONDIFU, S.STP., M.Si
IV. BENDAHARA : MATILDA MOSE, S.Sos
V. ANGGOTA
1. EMMANUEL MOTE, S STP
2. LETRINCE RARAWI, S.Sos

'UJ

MUHAMAD TARMIZI RUMKEL, S.STP
4. OCTOFIANUS KARUBABA, S Sos

5. BARNABAS HUKUBUN, SPi

6. MARGARETHA HELLENA SAWO, A Md.IP
7. ADRIAN MJESFA, S Sos., M.Si

8. CHRISTINA, SSi

9. NIKSON IMANUEL WAROML, S.IP

10. YOHANNA WELMINA MANDOWEN
11. YOSEP MANUARON

12. MELIAKIM MONEJ, SIP

13. LIENTIE, S.Sos

14. HOLINCE SOINDEMI

15. AGUNG WIRATMO,ST

16. HABEL KARETH, S Sos

17. SILVIA MAREI S. S. MAREY, S.Tr.IP
18. MARYAM NGANGUN

19. RONALD MUAL

20. YAN MANIANI
21. CHRIS MARVIN SIHASALE




22. JOHANES TAMA MARAN, ST
23. FRITS FEREDRICH RARU, ST
24. YULIANUS IYAI

25. HILDA FIHAN MONAR

26. DEREK ANTON REWANG

27. ELVIS FELIX ECBERT MARQ
28. THOMSON WOISIRI

29. ABDULAH BARAWERI

30. RIVAN TELENGGEN

31. MARJAN RUMAGESAN

32. HERMAN LETRORA

33. HESKIA MELBUKRANI

34. NEHEMIA LEWARI

35. WINARNI

36. JULIANUS WANGGAI

37. JHON MUABUAY

38. ORPA MANUARON

39. MATELDA OCTOVIA TOROBI

40. JUAN KARLY MATHEUS, S.Kom

ANIEL MAIPON, S.STP
NIP 19760423 199612 1 001







PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

MAJELIS RAKYAT PAPUA
JL Mandala-Kelurahan Bumi Wonorejo Kabupaten Nabire

Nabire 21 Desember 2023
Nomor : 900 /,Z}q /SET/MRP/2023 Kepada
Lampiran : 1 ( Satu ) Berkas Yth . Kepala Bidang Perbendaharaan
Sifat : Penting BPPKAD Provinsi Papua Tengah
Hal : Pengantar SPM LS
di
NABIRE

Berdasarkan Peraturan Provinsi Papua Tengah Nomor
10 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, maka kami kirimkan
SPM-LS untuk Pembayaran Honorarium Pembahasan TATIB
(Bagian Persidangan) Sub Keg. Pény‘usunan Peraturan MRP (OTSUS
BG) untuk keperluan Sekretariat MRP Provinsi Papua Tengah
sebagaimana berikut :

No SPM Penerima Jumlah
Tanggal SPM | Nomor SPM | (Pihak Ketiga) yansg
diminta

37.00/03.0/000318/
1. |1 Desember2023 [LS$/9.03.0.00.0.00.2 [TERLAMPIR Rp.67.900.000
D.0000/P.03/12/2023

Demikian untuk diketahui dan mohon persetujuannya

A
5

DANIEL MAIPON; §/STP
PEMBINA H@Aﬁ%.MUDA
NIP. 19760423-199612 1 001




Format Dokumen Checklist/Penelitian Kelengkapan SPM-LS
CHECKLIST/PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN SPM-LS

SPM-LS Pengadaan Barang dan Jasa
Ringkasan SPP-LS;

Rincian belanja yang diajukan pembayarannya sampai dengan sub rincian

En/Obyek;
Surat Pernyataan PA/KPA bahwa nuang yang diminta tidak
dipergunakan untuk keperluan selain pembayaran langsung/SPTJM-SPP-

S;
D/‘lz gantar SPM-LS;
[DAQK -LS;
Surat Pernyataan PA/KPA bahwa wuang yang diminta tidak
iisp.ergun an untuk keperluan selain pembayaran langsung/SPTJM-SPM-
tvgrfal:’e;:yataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK Unit SKPD;
O Bukti Pembayaran yang Sah (asli bermeterai) Kwitansi yang

ditandatangani oleh PA/KPA, PPTK, Bendahara
m}ﬁ@luaran /Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penerima Pembayaran;

Bukti pembelian/nota pembelian (untuk pengadaan/pembelian sampai
dengan Rp. 10.000.000,-);

Bukti pembelian/nota pembelian dan surat pesanan (untuk pengadaan
diatas Rp. 10.000.000,- sampai dengan Rp.50.000.000,-);

Berita Acara hasil pelelangan ;

RAB;

Faktu Barang ;

Faktur Tagihan;

Dokumentasi Barang ;

Pembayaran Dokumen Lelang apabila lewat proses lelang ;
Berita Acara Hasil Pemeriksaan barang/hasil pekerjaan oleh ASET ;
Surat Permohonan Pembayaran;

Berita Acara Pembayaran;

Jaminan pelaksanaan apabila nilai kontrak lebih dari 200juta ;
Berita Acara serah terima barang/hasil pekerjaan (100%);

O

Surat Perintah Kerja (SPK) beserta kelengkapannya;
Surat Perjanjian/Kontrak beserta lampiran-lampirannya;
Surat Perintah Pengiriman untuk barang;

Referensi bank;

Surat Jaminan bank;
Fotocopy rekening giro bank;
Fotocopy NPWP/PKP;

e T ] S T T O O | R [T R [ (1 ST L S ST E] S S E]




9/ ekapitulasi Perincian Penggunaan Dana per kode rekening belanja yang
E/giajukan dari SPM dan Perhitungan Pajaknya;
BILLING PPh dan PPN;
O E-faktur pajak;
O Tanda Bukti Pembayaran Pajak Daerah apabila ada;

Dinyatakan telah diteliti dan diverifikasi sesuai dengan ketentuan yang
berlaku

PPK-SKPD/PPK Unit SKPD
PENELITI KELENGKAPAN DOKUMEN

Nama : MATILDA MOSE, S.Sos
Tanggal : 21 Desember 2023
NIP : 197105062003122008

Tanda Tangan  : }{f\oﬁ<




KEMENTERIAN KEUANGANR .
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

NPWP 40.525.393.1-954.000

NAMA MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINS|

ALAMAT JL. MANDA( A - KAB. NABIRE

NOP =

JENIS PAJAK 411121

JENIS SETORAN 100

MASA PAJAK 12-12

TAHUN PAJAK 2023

NOMOR KETETAPAN -

JUMLAH SETOR Rp.3.185.000

TERBILANG Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah
URAIAN PPH21 PembymHonoran'umF'ANPELPenyusunanTATlBMRP
NPWP PENYETOR 40525.393.1-954.000

NAMA PENYETOR MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINS] PAPUA TENGAH

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INj UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING
MASA AKTIF

0283 3877 3621 004
22/01/2024 20:35:05

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atay masa berlakunya berakhir, Kode Billing
dapat dibuat kembali, Tanggung jawab isian Kode Billing ada Pada Wajib Pajak yang Namanyg
tercantum dj dalamnya,




PEMERINTAH PROVINS| pap

UA TENGAH

SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Langsung (LS)

Tahun Anggaran: 2023
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

No. SPM:

37.00/03.0/000318/LS/9.03.0.00.0.00.22.0000/9.03/12/2023

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
Supaya menerbitkan SP2p kepada:

SKPD

¢ MAJELIS RAKYAT PAPUA
Bendahara /

: TERLAMPIR
Pihak Ketiga *)
No. Rekening Bank = 0000000000
Nama Bank : Bank Papua
NPWP * 405253931954000

Dasar Pembayaran

3 37400/01.0/000007/9.03.0.00.0.00.22.0000/P.03/11/2023
Sumber Dana

Potongan-potongan:

ualan ID Biling Jumlah
(No. Rekening)
1 lppH 21 [ 028338773621004 ' Rp3.185.000

Jumiah | Rp3.185.000

Informasi:

1.2.01.03 Dana Otonomi Khusus

Untuk Keperluan:
Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksa
Persidangan) Sub Kegiatan Pen
Papua Provinsi Papua Tengah ses

naan Penyusunan Tata Tertib (Bagian
yusunan Peraturan MRP Pada Majelis Rakyat
uai daftar terlampir (OTSUS BG)

(Tidak mengurangi jumiah pembayaran SPi)

Pembebanan pada kode kegiatan
KODE KEGIATAN URAIAN

SPM yang Dibayarkan

NILAI

Jumlah yang Diminta (Bruto)

SPD - 37.00/01.0/000007/9.03.0.00.0.00.22.0000/P.D311112023
9.02.02.3.01 Pelak

Tugas dan Wewenang
Anggota MRP

3 Peraturan MRP
5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan
Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Rp67.900.000

9.02.02.3.01.05

Rp67.900.000
Rp67.900.000

Jumlah | Rp67.900.000

Jumlah Potongan

Rp67.900.000
Rp3.185.000

Jumlah Netto

Rp64.715.000

Jumlah yang Dibayarkan

Rp67.900.000

ribu rupiah)

Uang sejumlah: (enam puluh tujuh juta sembilan ratus

Jumlah SPP yang Diminta: Rp67.900.000
(terbilang: enam puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah)

Nomor dan Tanggal SPP
37.00/02.0/000289/L5/9.03.0.00.0.00.22.0000/P.03/12/2023 tanggal 21-12-2023

SPM ini sah apabila telah ditand: i dan di

'g

=) coret yang tidak perlu

pel oleh PA/KPA




PEMERINTAH PROVINS] PAPUA TENGAH
MAJELIS RAKYAT paPuA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAwAB MUTLAK SPM-LS
Nomor: 37.00/03.0/000318/LS/9.03.0.00.0.00.22.0000/P.O3/12/2023

Sehubungan dengan

Surat Perintah Membayar
37.00/03.0/000318/15/9.03.0.00.0.

Langsung (SPM-LS) nomor
0022.0000/P.03/12/2023 tanggal 21

1. Jumiah Langsung (LS) tersebut di atas akan dipergunakan untuk keperluan guna membiayai
kegiatan yang akan akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPD.
2. Jumlah Langsung (LS) tersebut tidak akan

pengeluaran yang menurut ketentuan
lainnya.

digunakan untuk membiayai pengeluaran-

yang berlaku harus dilakukan dengan pembayaran

3. Bukti-bukti belanja tersebut disimpan di MAJELIS
berlaku untuk keperluan pemeriksaan Internal
Keuangan.

RAKYAT PAPUA sesuai dengan ketentuan yang
/Eksternal sebagai Bukti Pertanggungjawaban

Dengan ini, saya menyatakan bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran yang dibayar lunas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang beriaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPM-LS SKPD kami.

DANFE

NIP. 197604231996121001




PEMERINTAH PROVINS; PAPUA TENGAH
MAJELIs RAKYAT PAPUA

SURAT PERNYATAAN
VERIFIKAS| KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN
DOKUMEN DAN LAMPIRAN SPP-LS

Saya ¥ang bertanda tangan g bawah inj

nama * MATILDA MOSE. 5,505
NIP * 19710506200312200g
jabatan  : ppk skpp

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dokumen dan lampiran Surat Permintaan Pembayaran |5 nomor
37.00/02.0/000289/LS/9.03.0.0040.00.2240000/P.03/12/2023 tanggal 21 Desember 2023 telah lengkap dan
sah sesuaj ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika di kemudian hari Pernyataan saya ini tidak

benar, maka saya bersedia menerima sanksi Sesuai peraturan yang berlakuy,

Demikian surat inj Saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Nabire, 21 Desember 2023
PPK SKPD

MATILDA MosE, .So
NIP. 197105062003122008




S ——

PEMERINTAH PROVINS] PAPUA TEN GAH

| —— ma&g&m Bumi wonorejo N&%PAPUA

KEPUTUSAN SEKRETARIS MAJELIS RAKYAT PAPUA
NOMOR: Qeo [ 44 / 88T Mep- eor

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANAAN PENYUSUNAN TATA TERTIB
MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINS] PAPUA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023

SEKRETARIS MAJELIS RAKYAT PAPUA

Menimbang a. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tzhun 2001 tentang Otonom; Khusus 7
Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomeor
135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor 4151) sahun
2001tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4884);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
Bagi Provinsi Papua;

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tabun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang—Undang Nomor 23 Tzhun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nemor 58, Tambzahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi
Provinsi Papua

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentulean Provinsi Papua

Negara Repubiik Indonesia Nomor 4900);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58387);




Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

9. Keputusan Menger; Mo T .
g:;iun 2023 Nomor 1002, TWMMM Nmmug ]gom'lg‘“esf I]

Eangkatan Anggor Majelis Rakyag Sl
Jabatan Tahun 2073 sgpe. Papua Provinsi Papua Tengag Masa

tenDa!a;nNegai

MEMUTUSKAN:

Membentuk Panitia Pelaksansan Penyusunan Taiz Tertib Anggota Majelis
RakymPamemﬁnsiPapﬁaTengah,dmgnsmmkmigomPaniﬁa

Pelaksanaan Penyusmman Tata Tetib Angoota Majelis Rakyat Papua Provins;
Papua Tex_ngah dimaksnd Diktim KI_ESATU mempunyai tugas:

2. Menadampingi selama proses Pelaksanaan Penyusunan Tata Tertib Majelis
Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah;

3. Melapodan hasil kegiatan Peayusunan Tata Terti Mzjelis Rakyat Papua
Provinsi Papua Tengzh.

Biaya yang diperiukan sebagai akibat ditetapkammya Keputnsan ini, dibebankan
pada Anggaran BelanjaD&ﬂahSekmria:Maje&sRakyatPamemwi
PapnaTenghTahmAngaranZOB.
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TUSANSEKRI:TAR!SMAJEUS RAKY,
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%0 OKTOBER 2023

KEMOR
/ TANGGAL
o

PE\Z%I\IGGQNG JAW,

: DANIEY, MAIPON, 5 5

I worre i A

o :FRANSISEUS ADH, 8 Sos

- SEKRETAR]
RIS :RONI ABIDONDIFU, S.STP, M.Si
Iv. SEI\@A.HARA :MATILDA MOSE S.Sos
V. ANGGOTA
l. EMMANUEL MOTE, SSTP

2. LETRINCE RARAWI, S Sos

3. MUHAMAD TARMIZT RUMKEL, S STP
4. OCTOFIANUS KARUBABA, S Sos

5. BARNABAS HUKUBUN, S.Pi

6. MARGARETHA HELLENA SAWO, A Md.Ip
7. ADRIAN MJESFA, S Sos_, M Si

8. CHRISTINA, S.Si

9. NIKSON IMANUEL WAROML, S|P

10. YOHANNA WELMINA MANDOWEN
11. YOSEP MANUARON

12. MELIAKIM MONEL, S IP

13. LIENTJE, S Sos

14. HOLINCE SOINDEMI

15. AGUNG WIRATMO ST

16. HABEL KARETH, S Sos

17. SILVIA MAREJ S. S, MAREY, S Tr.IP
18. MARYAM NGANGUN

19. RONALD MUAL

20. YAN MANIANT

21. CHRIS MARVIN SIHASALE
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~ 23. FRITS FEREDRICYH RARY, g1
24. YULIANUS Iy 4]
25. HILDA Fijan MONAR

26. DEREK

ANTON REWANG
27 Bis IQ ¥ »
</-ELVIS FELIx ECBERT MARO
- THOMSON WOISIRT
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- ABDULAH BARAWERT

[¥%}
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). RIVAN TELENGGEN
31. MARJAN RUMAGESAN
32. HERMAN LETRORA
33. HESKIA MELBUKRAN]
34. NEHEMIA LEWARI
35. WINARNI
36. JULIANUS WANGGAI
37. JHON MUABUAY
38. ORPA MANUARON
39. MATELDA OCTOVIA TOROBI

40. JUAN KARLY MATHEUS, S Kom
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Mengetahul Nabire, O% = \h = 2023
mnf.mﬁ:m?_&m_ Rakyat Papua

NIP. 19770804 200801 2 025



